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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan
oleh:

Hasanuddin bin Nurdin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa
Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara,

selanjutnya disebut Pemohon I;

Hasanuddin bin Nurdin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I,
Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka

Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,

serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
38/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:
Nurpainna binti Hasanuddin,Tempat/Tanggal lahir Lapolu, 10 Oktober
2001, Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat
Dusun 1l, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu,
Kabupaten Kolaka Utara;
dengan calon Suami
Anugerah Alfian bin David J, Tempat/Tanggal lahir Makassar, 28 Juli
1996, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SLTA, Pekerjaan Penjaga Toko, Alamat JI.
Perintis Kemerdekaan, Kelurahan PAI, Kecamatan
Biring Kanaya, Kabupaten Kolaka Utara;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan
Tiwu dengan surat nomor B-16/Kua.24.09.15/PW.01/02/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran
selama 2 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer:
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon
bernama (Nurpainna binti Hasanuddin) dengan calon suaminya bernama
(Anugerah Alfian bin David J);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Subsider:
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir

menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar
mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin
dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut
berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada

permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan

Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon

mempelai wanita sebagai berikut :

Nurpainna binti Hasanuddin

-Bahwa sebagai calon mempelai wanita, ia berumur 18tahun 5 bulan
namun ia hendak menikah dengan laki-laki bernama Anugerah Alfian
bin David J ;

-Bahwa jika telah menikah dengan calon suaminya tersebut, ia berjanji
memenuhi kewajiban sebagai isteri yang baik ;

- Bahwa kehendaknya untuk menikah dengan Anugerah Alfian
bin David J karena sudah sangat dekat hubungan keduanya dan
sudah saling kenal (pacaran) telah sedemikian akrabnya dan telah
sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang

dilarang oleh/melanggar agama,;
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- Bahwa calon mempelai wanita bekerja sebagai Mahasiswa;
------- Bahwa antara calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab,
semenda maupun sesusuan;

- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah tetapi
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu menolak untuk
melaksanakan pernikahan tersebut, karena belum cukup umur;

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus
perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/22/1X/1999
bertanggal 14 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan CAmba, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |
(Hasanuddin) Nomor 7408142301790001 tanggal 14 September 2018
dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi
kode P.2;

C. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
(Rosmiati) Nomor 7408144908800001 tanggal 14 September 2018
dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi
kode P.3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hasanuddin Nomor
7408141905110001 vyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal
23 Nopember 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
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e. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama
Nurpainna Nomor : 474.2/1475/\V1/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara,
tanggal 9 Juni 2009 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan

aslinya diberi kode P.5;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai
wanita (Nurpainna) Nomor 7408145010010001 tanggal 20 Februari
2019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya diberi kode P.6;

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai
Pria (Anugrah Alfian) Nomor 7371092807960007 tanggal Mei 2018
dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar,
Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode
P.7;

h. Fotokopi  Kartu Keluarga an. David J Nomor
7371110203170011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 09 Maret
2017, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.8);

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :
- H. Sarkawi bin Muh. Arsyad, umur 52 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa
Lapolu, kec. Tiwu, kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurpainna
- Bahwa saksi selaku ipar Pemohon I, menikah dengan kakak

kandung Penmohon I;
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- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan
dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nurpainna;
- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur umur 18
tahun 5 bulan;
- Bahwa calon memperlai pria yang ingin menikah dengan
anaknya bernama Anugreah Alfian;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana
pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu akan
tetapi ditolak karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak bernama Nurpainna siap melaksanakan tugas
kewajiban sebagai isteri yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya adalah
beragama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada
halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Idris Jaddu bin Saraka, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun |, Desa Lapolu,
kec. Tiwu, kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurpainna
- Bahwa saksi selaku tetangga dengan para Pemohon, dan juga
saksi selaku imam Desa Lapolu;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan
dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nurpainna;
- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur umur 18
tahun 5 bulan;
- Bahwa calon memperlai pria yang ingin menikah dengan
anaknya bernama Anugreah Alfian;
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- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana
pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu akan
tetapi ditolak karena anak tersebut belum cukup umur;

- Bahwa anak bernama Nurpainna siap melaksanakan tugas

kewajiban sebagai isteri yang baik;

- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya adalah

beragama Islam;

- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada

halangan untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi
Kawin untuk anaknya yang bernama Nurpainna, sehubungan anak tersebut
hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19
tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, menolak untuk

melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang

berupa Surat Asli dan fotokopi surat-surat dikeluarkan oleh Pejabat yang
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berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos
(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Buku Nikah) terbukti
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri sah yang

menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Kartu Tanda
Penduduk) terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Desa Lapolu,
Kecamatan Tiwu sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang
ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua sesuai
Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya

Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terlah terbukti bahwa Para
Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang
kemudian anak bernama Nurpainna adalah anak para Pemohon yang
hendak di nikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan
Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama Nurpainna maka terbukti
sebagai anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2001
dan oleh karena itu bahwa umurnya sekarang masih berumur 18 tahun 5
bulan dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawina, maka usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun bagi

anak Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 telah tebukti bahwa
anak bernama Nurpainna berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara,
hendak melaksanakan pernikahan dengan pasangan suami bernama
Anugrah Alfian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terlah terbukti bahwa David
J. Adalah kepada Keluarga dan ayah dari calon mempelai pria bernama

Anugrah Alpian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai
dan Pemohon, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon
mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan
pernikahan telah sedemikan kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan
terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon telah
memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan
secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan

formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, telah

diperoleh fakta sebagai berikut :

lo------ Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Lasusua bermaksud
mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama
Nurpainna, umur 8 tahun 5 bulan yang hendak menikah dengan pria
bernama Anugrah Alpfian;

2.---Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu akan tetapi ditolak karena
anak Nurpainna belum memenuhi syarat usia perkawinan;

3.Bahwa anak Pemohon telah sangat akrab dan sudah saling mencintai
bahkan sudah melaksankan peminangan;

R Bahwa para Pemohon siap membantu kebutuhan rumah tangga
anaknya jika benar sudah menikah;

5.--m---- Bahwa anak kandung para Pemohon siap menjadi isteri yang baik
terhadap suaminya;

6.---------- Bahwa anak kandung para Pemohon tidak ada halangan untuk

menikah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim
Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak  Pemohon (Nurpainna)
dengan calon suaminya (Anugrah Alpfian) telah mendesak untuk segera
dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu atau pejabat lain yang

ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama
(Nurpainna binti Hasanuddin) dengan calon suaminya bernama
(Anugerah Alfian bin David J);

3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tiwu dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.

366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Lasusua pada hari Selasa, tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah bertepatan dengan
tanggal 10 Maret 2020 Masehi oleh kami Sudarmin., H..LM Tang, S.HI
sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;
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Perincian biaya :

Pendaftaran
ATK Perkara
Panggilan
PNBP Relaas
Redaksi

Meterai

Jumlah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Sudarmin., H.l.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H

“Rp  30.000,00
‘Rp  50.000,00
“Rp  250.000,00
*Rp  20.000,00

‘Rp  10.000,00
- Rp 6.000,00
“Rp  366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H
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